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ABSTRAK 

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspekorat Kabupaten 

Muara Enim 

Abadi Bregi Sandori 

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan 

sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di 

pemerintahan mempunyai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang 

salah satu instansinyayaitu Inspektorat. Yang mana Inspektorat bertugas dalam 

pengawasan kinerja pemerintahan di daerah yag mana Inspektorat menjamin agar 

lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan. Inspektorat adalah 

lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang 

pengawasan. Sehingga menjadi satu pencegahan dan pengawasan tindak pidana 

korupsi utuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hambatan pihak 

Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam membuktikan tindak pidana korupsi ? 

apakah faktor-faktor penghambat bagi Inspektorat dalam menemukan buktitindak 

pidana korupsi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

yang meliputi teknik pengumpulan data, pengelolah data dan analisa data. Tipe 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu (menggambarkan). 
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Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana korupsi yang selama ini 

terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, seingga 

tindak pidana  korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya 

harus dilakukan secara luar biasa. Yang mana Inspektorat ini bertugas dalam 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mana Inspektorat 

menjamin agar kinerja pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan karena 

Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang 

pemeriksaan dan bidang korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Kata kunci : Pencegahan- Tindak Pidana Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius 

dalam suatu Negara dan dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan dapat 

meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 

1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu 

agenda reformasi, namun tetap hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerinta dimata 

masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidak percayaan masyarakat, 

ketidak patuhan masyarakat, terhadap hukum dan bertambahnya angka 

kemiskinan yang absolut.
1
 

Korupsi berasal dari kata corruptio berasal dari bahasa belanda yang 

berarti perbuatan keji, ketidak jujuran yang disangkut pautkan dengan 

keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara 

penggelapan uang yang berdampak merugikan bagi negara dan korporasi 

(Badan Hukum).
2
 

                                                             
1
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi B ersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008,hlm 3 

2
Marwan Effendy, korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, 

Referensi, Jakarta,2013,hlm.17 
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Korupsi yang terjadi di Indonesia diibaratkan sebagai warisan haram 

tanpa surat wasiat, hampir semua segi kehidupan terkait dengan masalah 

korupsi. Apabila disederhanakan penyebab dari korupsi meliputi dua faktor 

yaitu faktor Internal dan faktor External. faktor internal merupakan faktor 

korupsi yang datang dari diri sendiri sedangkan faktor external merupakan 

faktor yang datang dari luar diri pelaku.
3
 

Di pemerintahan juga mempunyai satu instansi yaitu Inspektorat, yang 

di mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak 

pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bebas dari 

korupsi. Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang 

melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap 

pemerintahan Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disemua 

bidang, dahulu dikenal sebagai Banwasda (Badan Pegawas Daerah), 

Kemudian diubah menjadi Itwilkap (Inspektorat Wilayah Kabupaten), dan 

sekarang menjadi Inspektorat saja. Inspektorat memiliki peran dan posisi 

yang strategis baik ditinjau dari aspek dan fungsi-fungsi manajemen maupun 

dari segi pencapaian visi dan misi. 
4
 

Ditinjau dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat 

mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan fungsi 

pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi program 

pemerintahan, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas 

sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam 

                                                             
33

Surachmin, Strategi dan Teknik  K orupsi, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm. 144-145 

4
Ibnu Santoso, Memburu Tikus- Tikus Otonom, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59 
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anggaran pendapatan dan belaja daerah.  Dilihat dari tugas Inspektorat yaitu, 

pasal 12 ayat (1) Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah 

yakni Inspektorat mempunyai tugas yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintah di daerah Kabupaten/kota.  

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap 

seluruh aspek di lingkungan pemerintah Kota baik itu masalah kelembagaan, 

keuangan, aparatur dan aset. tindak pidana korupsi merupakan salah satu 

tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang 

Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
5
 

Inspektorat bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana 

korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Yang mana dapat dilihat dari tugas inspektorat, yaitu 

pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomer 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yakni: 

“Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan desa.” 

Inspektorat ini mempunyai batas kewewenangan dalam melakukan 

tugas dan fungsinya. Dimana Batasan dan kewenangan inspektorat itu 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat itu sendiri. Adapun 

tugas pokok Inspektorat Kabupaten Muara Enim adalah: Melakukan 

                                                             
5
Asrul, “Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good 

Governance Dan Pemberantas Korupsi”. Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.33 
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pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan 

pemerintahan desa, yang mana fungsi dari tugas pokok itu sendiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan program pengawasan 

2. Pengurus kebijakan dan fasilitas pengawasan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.
6
 

Pengawasan internal di Indonesia dilakukan oleh Aparat pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomer 60 tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintahan 

(SPIP). Adapun Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia (SAIPI) di 

Kabupaten Muara Enimantara lain : 

1. Meningkatkan kompetensi fungsional auditor.  

Inspektorat Kabupaten Muara Enim memiliki kesadaran akan 

pentingnya peningkatan kompetensi ini dengan cara berperan 

aktif dalam bentuk pelaksanaan bimtek atau pelatihan yang 

berfokus terhadap peningkatan propesoinalitas. 

2. Menyelaraskan aturan atau kebijakan yang berlaku.  

                                                             
6
Ibnu Santoso, Memburutikus-tikusOtonom, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm. 59-

60 
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Tentunya hal ini juga harus didukung dari Inspektorat sendiri 

sebagai pelaksanaan hingga BPKP yang menaungi APIP di 

Indonesia. 

3. Menambah jumlah personil auditor. 

4. Menyusun SOP kegiatan pemberian konsultasi. 

Inspektorat Kabupaten Muara Enim sudah saatnya memiliki 

kegiatan konsultasi yang bersifat lebih produktif, tidak lagi 

menunggu kegiatan yang berasal dari inisiatif objek 

pemeriksaan. 

5. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pelaksanaan 

Pengelola dana desa masih menjadi isu masalah yang perlu 

diperhatikan, terutama berkaitan dengan kasus penyalahgunaan dana desa 

oleh pemerintah desa. Berdasarkan laporan tren kasus korupsi, pemerintah 

desa menduduki peringkat kedua dalam kasus korupsi di Indonesia. Upaya 

Inspektorat dalam melakukan hasil pemeriksaan dana desa yaitu mereka 

melakukan program pengawasan dan pembinaan. Terkait dengan 

pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan pembinaan. 

Apabila ada yang tidak benar terhadap pengelolaan dana desa maka 

langsung pada saat itu juga Inspektorat membina desa untuk melakukan 

perbaikan. Inspektorat juga melakukan upaya pembinaan dengan melakukan 
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konsultasi dan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan bekerja sama 

dengan DPMD.
7
 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis 

berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KEKUATAN 

PEMBUKTIAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT DALAM 

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN 

MUARA ENIM” 

B.  Permasalahan 

1. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat 

Kabupaten Muara Enim ? 

2. Bagaimanakah upayah dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan tindak 

pidana korupsi oleh  Inspektorat Kabupaten Muara Enim ? 

3. Apakah faktor-faktor penghambat bagi inspektorat dalam menemukan 

tindak pidana korupsi ?  

C.  Ruang Lingkup dan Tujuan  

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam 

perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain 

yang ada kaitannya. 

Tujuan Penelitian adalah: 

                                                             
7
Atmadja, AnantawikramaTungga,dan Adi Kurniawan Saputra. 

2017.”Pencegahan Fraud dalamPengelolaanKuanganDesa.” JurnalIlmiahAakutansi dan 

Bisnis, https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.vl2i01.p02 
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1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pihak Inspektorat 

Kabupaten Muara Enim dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apasaja yang menjadi 

penghambat pihak Inspektorak Kabupten Muara Enim dalam 

menemukan tindak pidana korupsi. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu  

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang 

D.  Definisi Konseptual 

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengerian, maka dalam uraian di bawah 

ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. korupsi adalah : Korupsi berasal dari kata corruptio berasal dari bahasa 

belanda yang berarti perbuatan keji, ketidak jujuran yang disangkut 

pautkan dengan keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
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dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan bagi negara 

dan korporasi (Badan Hukum).
8
 

2. Inspektorat adalah : Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang 

melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap 

pemerintahan Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan 

disemua bidang, dahulu dikenal sebagai Banwasda (Badan Pegawas 

Daerah), Kemudian diubah menjadi Itwilkap (Inspektorat Wilayah 

Kabupaten), dan sekarang menjadi Inspektorat saja.
9
 

E.  Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum 

terutama yang bersangkut paut dengan prosedur penghentian penuntutan hak 

menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah 

penelitian normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

 1. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerimtah, dan 

semua ketentuan peraturan yang berlaku,  

                                                             
8
Marwan Effendy, korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, 

Referensi, Jakarta,2013,hlm.17 
9
Ibnu Santoso, Memburu Tikus- Tikus Otonom, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, 

pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

bahasa, ensiklopedia dan lainnya. 

2. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebutdiolahgunamendapatkan data 

yang terbaik. Dalampengolahan data tersebut, penulis melakukan 

kegiatan editing, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar 

dari kekurangan dan kesalahan. 

 3. Analisa data  

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 

bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum.
10

 

F. Sistematika Penulisan  

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

                                                             
10

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm.129 
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Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode 

penelitian, sistematika penulisaan.  

Bab. II. Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian korupsi, Faktor penyebab korupsi, 

dan Latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana 

korupsi. Perngertian Inspektorat ,Tugas dan fungsi 

Inspektorat Peran Inspektorat, Pengertian Pidana, dan 

Macam-macam pidana yang ada di Indonesia. 

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan 

yang diteliti mengenai pihak Inspektorat Kabupaten Muara 

Enim dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dan juga 

factor-faktor penghambat bagi inspektorat dalam 

menemukan tindak pidana korupsi 

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran-

saran. 
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